
 

 

 

 

 

 

 

       

                              PERATURAN BUPATI SIMEULUE 

                                   NOMOR  27  TAHUN 2013 
 

                                            TENTANG 
 

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA  KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK 

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI SIMEULUE, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan (4) dan 

Pasal 105A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa 

pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD 

ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang 

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; 

   b. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten 

Simeulue Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2013 belum ditetapkan, maka dalam rangka 

menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

Kabupaten Simeulue, sambil menunggu penetapan APBK 

Simeulue Tahun Anggaran 2014, perlu melakukan 

pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat 

mengikat dan yang bersifat wajib atas beban tahun anggaran 

2014; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 

2013. 

 

Mengingat : ..../2 



 

 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali 

dirubah, terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  

Tahun  2007 tentang  Perubahan  ketiga  atas  Peraturan  

Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4584); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 

ANGGARAN 2014 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT 

MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue. 

3. Bupati adalah Bupati Simeulue. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah 

lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah kabupaten. 

5. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara 

terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten 

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

6. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara lain 

pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada 

pihak ketiga. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.   

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

9. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 

SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 

10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji 

dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran 

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

11. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna angaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 

DPA-SKPK. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan 

aparatur Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengeluaran kas 

terhadap beban belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib tahun 

anggaran 2014. 

(2) Tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk menjaga kelancaran 

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten serta untuk menjamin 

kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan 

pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan bersifat 

wajib tahun anggaran 2014. 

 

BAB III 

BESARAN DAN JENIS PENGELUARAN 

Pasal 3 
 

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung, yang meliputi : 

- Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta 

tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai 

Negeri Sipil; 

- Gaji,Uang Representatif dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRK 

dan; 

- Gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan 

penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
 

b. Belanja Langsung, yang meliputi : 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor; 

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan; 

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor; 

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan; 

- Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman; 

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi; 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran; 

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ 

Operasional. 
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Pasal 4 
 

 

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan/ atau melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga. 

  

Pasal 5 

 

(1) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 untuk setiap bulan 

adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran yang 

dialokasikan pada tahun anggaran 2013 khusus untuk belanja yang 

bersifat tetap seperti belanja pegawai. 

 

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diluar 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran 

berdasarkan hasil perhitungan teknis oleh pejabat yang melaksanakan 

fungsi perbendaharaan.  

 

 

BAB IV 

MEKANISME  PELAKSANAAN 

 

Pasal 6 

 

Pengeluaran kas yang diperuntukan kepada pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 harus harus menyertakan DPA-L dan Laporan 

Realisasi Fisik dan Keuangan.  

 

Pasal 7 

 

Pengajuan SPP dan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme LS 

dan/ atau TU. 

 

 

 

 

                  BAB V………………../9 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati Simeulue ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Simeulue. 

 

                                                      Ditetapkan di Sinabang 

                                                      pada tanggal 31 Desember 2013  M 

               28    Shafar   1435  H 

 

BUPATI SIMEULUE 

 

 
 

 RISWAN. NS 

 

Diundangkan di Sinabang, 

pada tanggal    31 Desember 2013 M  

 28    Safar    1435  H 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

NASKAH BIN KAMAR 

 

       BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 27 
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